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ABSTRACT

The Democratic Republic of the Congo is a country with abundant cobalt resources,
but this does not then provide economic stability to the Congo. China uses this through its
transnational company Huayou Cobalt to secure the cobalt supply in the Congo by creating a
cooperation project between the two by bartering mining rights and investing funds for
infrastructure development. It is feared that this will lead to Congo's dependence on China's
financial capacity to advance their country. This research uses neo-marxism theory with
further research using dependency theory by Gunder Frank. The author collects data using the
literature study method through journals/articles, books, websites, and international news.
This research is explanatory, which will provide an overview of why the Congo cannot get out
of adversity and dependence on direct investment provided by China by exchanging mining
rights with China. The result of this study is that Congo is trapped in a cycle of dependence
due to the unequal international structure and the Congo's inability to deal with its domestic

problems.

Keywords: Huayou Cobalt, Democratic Republic of Congo, investment, exploitation,

dependence.

PENDAHULUAN

Tiongkok telah melakukan beberapa kerjasama dengan negara- negara Afrika, seperti
Zambia dengan pertambangan tembaga, Angola menjadi tempat penyulingan minyak dan
Gabon merupakan sumber penghasil bijih besi. Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara-

negara Afrika ini menarik perhatian Tiongkok untuk melakukan kerjasama dengan negara-
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negara Afrika. Kebutuhan akan baterai lithium ion sebagai sumber daya perangkat telepon dan
kendaraan listrik menjadi meningkat, sehingga berdampak pada kebutuhan akan kobalt yang
semakin tinggi pula. Kobalt sendiri merupakan bahan baku utama pembuatan baterai pada
perangkat telepon maupun kendaraan listrik. Menyebabkan kobalt menjadi komoditi panas
yang bernilai tinggi, hal ini menarik perhatian negara- negara produsen untuk melakukan
investasi terhadap negara penghasil kobalt. Salah satu negara dengan penghasil kobalt di Afrika

yaitu negara Republik Demokratik Kongo (Ross, 2017).

Tiongkok menjadi negara yang tertarik dengan Kongo karena sumber daya alam yang
dimilikinya. Terlebih Kongo belum memaksimalkan potensinya dengan baik. Maka
dibutuhkan bantuan luar agar komiditi yang mereka miliki menjadi optimal. Hal inilah yang di
upayakan oleh Tiongkok dalam menjalin hubungan dengan Kongo. Sumber daya mineral
menjadi daya tarik Tiongkok demi memenuhi kepentingan negara mereka terkait kemajuan
manufaktur, mereka membutuhkan kobalt sebagai bentuk efisiensi Tiongkok dalam
memposisikan diri menjadi yang terdepan dalam hal manufaktur dan berusaha bersaing dengan
bangsa barat yang lebih dulu terjun ke dunia manufaktur. Maka dari itu, dibutuhkan

kesepakatan antara Tiongkok dengan Kongo untuk meraih tujuan tersebut (Jiang, 2010).

Tiongkok melakukan kesepakatan dengan Kongo dimana Tiongkok akan memberikan
investasi kepada Kongo dalam hal memajukan infrastruktur, sedangkan Tiongkok meminta hak
eksplorasi sumber daya mineral di Kongo sebagai imbalan untuk pengembangan infrastruktur.
Infrastruktur yang dimaksud merupakan tempat- tempat seperti sekolah, rumah sakit, jalan dan
juga pertambangan. Dengan terjalinnya kerjasama diantara keduanya, Kongo bersedia untuk
memberikan hak eksplorasi pertambangan yang ada di Kongo sebagai gantinya Kongo akan
mendapatkan bantuan dana dalam meningkatkan infrastruktur melalui pinjaman
(Hoydsbanktrade, 2022). Pertambangan di Kongo masih tergolong tradisional dengan masih
banyaknya pertambangan pribadi atau biasa disebut dengan artisanal mining dan otoritas
pertambangan domestik masih banyak terdapat pelanggaran terhadap para pekerjanya seperti
hak pekerja tidak di lakukan dengan semestinya dan masih maraknya pekerja anak yang

diperkerjakan disana.

Sebagai timbal balik atas kerjasama yang terjalin antara Tiongkok dengan Kongo,
Tiongkok menghadirkan perusahaan transnasional yang berfokus pada pertambangan yaitu
Huayou Cobalt. Kedatangan perusahaan tambang asal Tiongkok di Kongo ini bertujuan untuk

meningkatkan kualitas dan berusaha untuk menyalurkan pengetahuan kepada para penambang
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rakyat demi menciptakan penambang yang professional. Selain itu mereka juga berusaha untuk
meminimalisir bahaya dalam kegiatan pertambangan. Tiongkok berjanji akan meningkatkan
infrastruktur pertambangan yang ada di Kongo melalui perusahaan- perusahaan tambang yang
mereka miliki baik swasta maupun milik pemerintah. Karena pada dasarnya perusahaan-
perusahaan tersebut juga didanai oleh pemerintah sebagai perpanjangan tangan mereka dalam

mengamankan Kongo (Uren, 2021).

Huayou Cobalt memiliki peran penting dalam menjaga hubungan Tiongkok dengan Kongo.
Selain sebagai perpanjangan tangan Tiongkok, Huayou Cobalt juga memiliki pengaruh besar
di pertambangan Kongo. dimana mereka memiliki beberapa kebijakan yang berupaya untuk
melindungi aliran pasokan kobalt dan pertambangan rakyat. Beberapa diantaranya adalah
dengan menutup area tambang ilegal yang ada di atas pemukiman pribadi dan menciptakan
koperasi untuk para penambang rakyat agar dapat menyalurkan hasil tambang mereka ke
perusahaan tersebut. Kehadiran Huayou Cobalt asal Tiongkok di industri pertambangan Kongo
merupakan jembatan bagi kedua negara untuk saling memperkuat hubungan bilateral diantara
keduanya, namun adanya perusahaan transnasional tersebut memperlancar infrastruktur
tambang di Kongo atau malah menghambat perkembangan dan stabilitas Kongo (Nyabiage,
2021).

Penelitian terkait kerjasama antara Tiongkok dan Kongo pada sektor tambang telah banyak
dianalisis dari sisi hak asasi pekerja dan kebijakan-kebijakannya. Penelitian dari Beal (2014),
menjelaskan bahwa adanya sifat eksploitatif antara Tiongkok dan Kongo tidak terlepas dari
konsekuensi sejarah kolonial mereka yang eksploitatif yang berdampak pada kebijakan
pemerintah saat ini. Penelitian dari Harahap (2017), menjelaskan bahwa eksploitasi terhadap
pekerja khususnya di Republik Demokratik Kongo tidak mempedulikan batasan usia termasuk
di tambang kobalt. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum dan hak para pekerja anak
agar dapat terhindar dari eksploitasi. Nabila (2019), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa
pelanggaran hak asasi pekerja di Republik Demokratik Kongo bertentangan dengan hukum

internasional tentang pekerja dewasa dan pekerja anak.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Metode ini sangat cocok
disajikan dalam bentuk penjelasan dengan kata-kata. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha
memaparkan fenomena dengan fakta yang terjadi dan mengkaitkannya ke dalam teori yang
ada. Maka dari itu, penelitian ini ingin memahami keterlibatan Huayou Cobalt dalam hubungan
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kerjasama Tiongkok dan Republik Demokratik Kongo (Sugiyono, 2014: 9). Jenis data yang
disajikan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan
dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996: 2). Dalam penelitian
yang termasuk kedalam data kualitatif, meliputi kondisi Negara Republik Demokratik Kongo,
Perusahaan transnasional Huayou Cobalt dan tata kelola perusahaan di Tiongkok. Sumber data
dalam penelitian kualitatif yang dihasilkan dari sumber data sekunder berupa jurnal, buku,
website, dan artikel (Moleong, 2013: 157).

PEMBAHASAN

Kesepakatan investasi Tiongkok dan Republik Demokratik Kongo merupakan bentuk
dari usaha Kongo dalam mengembangkan infrastruktur mereka akibat dari perang domestik
yang berkepanjangan dan berdampak pada kondisi negara Kongo itu sendiri, dengan kekayaan
alam yang mereka miliki, Kongo bersedia memberikan hak kelola mineral kepada Tiongkok
demi mendapatkan investasi proyek infrastruktur senilai $3 milyar (Sampson, 2021).
Hubungan yang terjalin tersebut pada dasarnya menciptakan hubungan ketergantungan antara
negara pendonor dengan negara berkembang. Dibuktikan dengan Kongo yang bergantung pada
kekuatan investasi yang diberikan oleh Tiongkok dengan menerima segala bentuk konsekuensi
yang akan diberikan Tiongkok kepada Kongo seperti memberikan bunga terhadap pinjaman
tersebut. Dalam perspektif neo-marxism pemberian suku bunga tidak lain adalah bentuk dari
kekuatan Tiongkok terhadap negara dunia ketiga, dengan adanya suku bunga tersebut kaum
kapitalis yang ada di balik kebijakan tersebut akan mendapatkan keuntungan maksimal (Dugis,
2016).

Meskipun Tiongkok sekarang ini tidak termasuk ke salah satu negara utara, namun
terdapat karakteristik seperti pengetahuan akan teknologi, dan kucuran dana melimpah dari
Tiongkok yang hampir sama dengan negara-negara utara. Kementrian perdagangan Tiongkok
menyatakan bahwa untuk pertama kalinya, Tiongkok menempati urutan pertama dalam
melakukan investasi asing ke negara-negara di seluruh dunia dengan total nilai investasi senilai
$153.71 milyar (Wang, 2021). Oleh karena itu, dengan melihat kemampuan Tiongkok tersebut
dapat meningkatkan kerjasama ekonomi antar kedua negara melalui bantuan investasi berupa
pinjaman dana infrastruktur. Tiongkok dan Kongo pada dasarnya memiliki sejarah yang
panjang, dimulai pada kolonialisme masa kekuasaan Belgia yaitu pemerintahan Raja Leopold
Il pekerja asal Tiongkok sudah ada di wilayah Kongo untuk membantu membangun

infrastruktur di Kongo. Pada tahun 1965, Partai Komunis Tiongkok mengatakan kepada rakyat
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Kongo: “Mereka tidak sendirian melawan kapitalisme. Semua warga Tiongkok bersamamu

dalam menentang penjajahan” (Anshan, 2007).

Tidak dapat dipungkiri hubungan yang sudah terjalin sejak masa kolonial tersebut
mempermudah akses Tiongkok dalam melakukan investasi di Afrika, khususnya di negara-
negara yang kaya sumber daya dan miskin peraturan seperti Republik Demokratik Kongo
(Hon. et. al, 2010). Selain itu, Tiongkok juga merupakan pendukung setia gerakan pembebasan
Afrika. Tiongkok menggunakan program radio, propaganda, buku, dan memasok senjata untuk
mempromosikan dan mendukung pemberontakan Afrika melawan kolonialisme (Gruben,
1962). Tiongkok memberikan pelatihan intensif sabotase, perang gerilya dan subversi politik
kepada pemuda Afrika yang melawan pemerintahan kolonial. Di Kongo, Tiongkok mendukung
“Pemberontakan Simba” Juli 1963 yang dipimpin oleh “Pierre Mulele.”. Tiongkok juga
mendukung Laurent Kabila ketika ia menciptakan gerakan pemberontakan dengan
menciptakan Partai Revolusi Rakyat (PRP) pada tahun 1967. Tiongkok juga memberikan
dukungan sosial kepada pemerintahan Presiden Mobutu.

Antara 1970-1990 Tiongkok mendukung pemerintah Kongo dengan investasi kecil
yang terkait dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kesehatan, dan layanan sosial. Di
bidang pendidikan, Tiongkok menyediakan buku sekolah. Selama periode ini Tiongkok juga
memberikan bantuan keuangan sebesar $3 juta. Tiongkok juga berinvestasi di bidang pertanian
yang berfokus pada beras di wilayah Bumba di Provinsi Equateur. Dari segi infrastruktur,
Tiongkok membangun bangunan simbolis seperti gedung parlemen dan stadion sepak bola
nasional. Hubungan tersebut melambat pada awal 1990-an karena meningkatnya
ketidakstabilan politik dan penurunan Negara Kongo (Clark et al, 2008). Keadaan tersebut
menggambarkan peran Tiongkok yang sangat masif pada masa perkembangan Kongo, hal ini
jugalah yang mendasari Kongo terus bergantung terhadap Tiongkok hingga kini. Dalam
pandangan neo-marxism, kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari hubungan sosial,

ekonomi dan politik antara Tiongkok dan Kongo (Richer, 2008).

Neo-marxism menekankan pada imperialisme yang dilakukan kapitalis di dunia ketiga
yang di representasikan oleh Tiongkok terhadap Kongo (Dugis, 2016). Kerjasama tersebut
akan menimbulkan sifat ketergantungan Kongo terhadap Tiongkok, dengan adanya bantuan
pinjaman dan investasi yang mudah didapat namun dengan berbagai syarat sehingga dalam
kondisi tersebut, Kongo sebagai representatif negara selatan akan bergantung pada segala

bentuk bantuan yang ditawarkan oleh Tiongkok dengan harapan dapat membangun
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infrastruktur mereka demi meningkatkan perekonomian Kongo. Hal ini berujung pada sulitnya
Kongo dalam melunasi pinjaman mereka kepada Tiongkok dan malah membuat negara-negara
selatan atau negara dunia ketiga ini akan tetap berada diposisi mereka sebagai negara
terbelakang (Anderson, 2018).

Dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bangkit sendiri, Kongo bersedia
memberikan Tiongkok segala keuntungan dari investasi infrastruktur mereka. Selain mineral,
terdapat hasil alam lainnya berupa kayu yang dimiliki Kongo dari hutan yang mereka miliki.
Kongo juga memiliki tanah subur yang luas, hal ini menjadi menarik bagi Tiongkok karena
dianggap dapat mengatasi kerawanan pangan yang mungkin terjadi di Tiongkok (Kane &
Serewicz, 2001). Selain itu, 2.800 juta hektar lahan di Kongo digunakan Tiongkok untuk

menanam sawit.

Ketergantungan lain tercermin pada masa pemilihan Presiden, dimana pemerintahan
Kongo berusaha mendekati Tiongkok demi mendapatkan bantuan dan dukungan pada saat
krisis pemerintahan. Pemerintahan Kongo membutuhkan bukti nyata sebagai upaya
mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap janji kampanye selama pemilihan
berlangsung. Melalui menteri Kongo sebagai penanggung jawab pada saat itu yaitu Athanase
Matenda, berpendapat bahwa negara membutuhkan pendanaan eksternal dan bersedia
menerima berapapun tingkat bunga selama ada pinjaman yang tersedia (Budimbwa, 2008).
Dana tersebut dibutuhkan demi membantu Kabila terpilih kembali sebagai Presiden Kongo.
Tiongkok melihat peluang tersebut dan bersedia memberikan investasi dana kepada Kongo

sebagai upaya Tiongkok dalam mengamankan sumber daya yang dimiliki oleh Kongo.

Investasi tersebut sekilas memberikan harapan bagi Kongo, namun kerjasama tersebut
justru menciptakan lingkaran ketergantungan, dan sistem tersebut tentu saja akan tetap
dipertahankan mengingat keuntungan akan didapatkan oleh kaum tertentu yaitu para kaum
kapitalis. Dengan struktur internasional yang hierarkis dan tidak adil ini, Tiongkok perlahan-
lahan akan mengeruk semua kekayaan yang ada di Kongo tanpa harus memberikan timbal balik
yang serupa. Selain itu, kolonialisme yang pernah terjadi di Kongo juga berdampak pada posisi
Kongo sebagai negara dunia ketiga, dimana kolonialisme itu sendiri menyebabkan adanya
perbedaan status atau power asymmetric dan berdampak pada perekonomian negara
berkembang karena adanya integrasi secara paksa dalam sistem ekonomi internasional. Hal
tersebut menempatkan negara dunia ketiga sebagai produsen bahan mentah dan tempat tenaga

kerja murah. Hal ini menjadi alasan Tiongkok menginvestasikan dana mereka ke Kongo, selain
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adanya sumber daya mineral dan tenaga kerja yang murah. Maka Kongo tidak akan bisa lepas
dari lingkaran kemiskinan karena adanya integrasi yang dilakukan oleh Tiongkok ke negara
berkembang sehingga mereka menjadi sulit untuk bersaing dan mandiri dalam memasarkan
hasil alam mereka (Dougherty & Pfaltzgraff, 1990).

Sumber daya mineral menjadi tonggak ekonomi Republik Demokratik Kongo,
setidaknya terdapat lebih dari setengah cadangan mineral kobalt dunia berada di Kongo. Meski
begitu, Kongo tidak mampu mengoptimalkan kekayaan mereka dan tidak memberikan dampak
yang berarti kepada kondisi ekonomi masyarakat Kongo. Dengan kondisi tersebut, Kongo
berusaha untuk meningkatkan infrastruktur mereka melalui investasi asing, melihat peluang
tersebut Tiongkok dengan segala latar belakangnya di wilayah Afrika berusaha membantu
Kongo dalam meningkatkan infrastruktur Kongo. Demi mencapai hal tersebut, Kongo dan
Tiongkok melakukan perjanjian barter mineral untuk infrastruktur yang terjadi pada tahun 2007

dengan nama Perjanjian Sicomines.

Dari perjanjian tersebut, Tiongkok menginginkan akses hak pertambangan, sebagai
gantinya Tiongkok akan membangun infrastruktur transportasi dan sosial di Kongo, yang
dibiayai oleh pinjaman dari Bank Ekspor Impor (Exim) Tiongkok milik negara. Pinjaman
tersebut harus diganti melalui keuntungan dari usaha pertambangan. Dan salah satunya adalah
Huayou Cobalt yang berkantor pusat di Tiongkok. Huayou Cobalt mendirikan anak perusahaan
di Kongo dengan nama Congo Dongfang Mining (CDM) dengan tujuan selain mendapatkan
hak eksplorasi alam juga menjadi sarana pertukaran ilmu antara Tiongkok dengan negara
berkembang. Investasi ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan Tiongkok yang

berfokus pada ekonomi dan stategis.

Kebijakan ini menjadi alat bagi kaum kapitalis dalam upaya untuk mendapatkan hasil
semaksimal mungkin dengan mengamankan lokasi strategis sumber daya mineral dengan
memberikan timbal balik yang menguntungan kepada Kongo. Namun pada realitanya,
kehadiran Tiongkok di Kongo tidak memberikan keuntungan tambang bagi Kongo melainkan
untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada, meskipun beberapa infrastruktur telah dibangun
oleh Tiongkok (Kafarhire, 2019). Selain itu perusahaan Huayou Cobalt menginvestasikan
$147,2 juta dalam proyek pertambangan di Republik Demokratik Kongo (Yelin, 2018).
Kucuran dana ini nantinya digunakan untuk mengembangkan proyek pertambangan dan akan
memperkuat posisi perusahaan pertambangan Tiongkok tersebut di Kongo. Peningkatan modal

untuk mendanai proyek kobalt juga dilakukan oleh Huayou Cobalt sebagai bentuk peningkatan

1007



hasil tambang yang diperkirakan akan mencapai 4.000 ton dalam waktu setahun. Komoditas
ini akan dikirimkan ke Tiongkok untuk kebutuhan pasar lokal di Tiongkok dan distribusi ke

berbagai perusahaan yang membutuhkan (Yi, 2018).

Negosiasi antara Kongo dengan Tiongkok terjadi melalui proyek Sicomines. Dalam
proyek tersebut di sepakati pertukaran diantara keduanya, Tiongkok mendapatkan akses
tambang dan Kongo memperoleh pinjaman dana untuk memajukan infrastruktur mereka.
Proyek Sicomines ini merupakan ekspresi dari ambisi global dan upaya pemerintah Tiongkok
dan perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam merebut pangsa pasar terutama dalam hal energi
(Barboza, 2005). Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh kedua belah
pihak pada 17 September 2007. Dalam kesepakatan tersebut disusun atas dasar prinsip barter,
dan hak tambang dibagi menjadi 32% milik Kongo dan 68% milik konsorsium perusahaan
Tiongkok. Proyek infrastruktur yang dijanjikan Tiongkok akan didanai oleh Tiongkok Exim
Bank dan merujuk kepada infrastruktur yang bersifat barang publik seperti jalan, rumah sakit,

dan sekolah.

Penggantian pinjaman dana tersebut akan diganti melalui keuntungan dari operasi
penambangan Sicomines. MoU dilakukan secara bertahap, pada September 2007 merupakan
awal dari peletakan dasar untuk perjanjian utama Sicomines. Lalu pada April 2008 terjadi
negosiasi ulang dengan fokus utama yaitu menaikkan jumlah konsesi pertambangan yang
tadinya 200.000ton kobalt pada awal perjanjian, menjadi 600.000 ton kobalt. Lalu yang
terakhir terjadi pembaharuan kontrak pada tahun 2009 dimana Tiongkok memasukkan
perusahaan Joint Venture atau perusahaan gabungan mereka. Pada kontrak terbaru inilah,
Huayou Cobalt mendapatkan posisinya sebagai salah satu perusahaan yang memiliki saham
pada proyek Sicomines. Huayou Cobalt dipercaya akan keahliannya dalam hal pertambangan,
hal ini menjadi dasar utama konsorsium perusahaan Tiongkok memasukkan perusahaan

tersebut kedalam proyek Sicomines tersebut (Jansson, 2011).

Melalui konsorsium perusahaan Tiongkok, Huayou Cobalt mendapatkan beberapa
keuntungan. Kebijakan-kebijakan mengenai proyek Sicomines ini mayoritas menguntungkan
pihak Tiongkok. Hasil pertambangan mengacu pada MoU tahun 2008 dan kontrak ketiga dari
proyek Sicomines. Hal ini membebaskan perusahaan Tiongkok dari kewajiban pajak, Kongo
tentu saja sangat dirugikan dengan kebijakan tersebut, namun kesepakatan telah terjalin. Kongo
seakan tunduk kepada konsorsium perusahaan Tiongkok dengan mengharuskan mengesahkan

undang- undang parlementer yang mengakui rezim pajak khusus yang merupakan bagian dari

1008



proyek barter Sicomines. Ketimpangan ini menunjukkan lemahnya power yang dimiliki oleh
pemerintah Kongo dihadapan konsorsium perusahaan Tiongkok, tidak terkecuali Huayou
Cobalt sebagai salah satu pemilik saham dari proyek Sicomines tersebut (Marysse & Geenen,
2011).

Menurut Viotti dan Kauppi (2012), hadirnya perusahaan transnasional disuatu negara
berkembang dapat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sebuah kebijakan ekonomi
domestik negara pemilik modal serta merupakan tonggak dalam melanggengkan hubungan
ketergantungan. Congo Dongfang Mining yang merupakan anak perusahaan dari Huayou
Cobalt yang bermarkas di Tiongkok, tidak lain merupakan kepanjangan tangan dari Tiongkok
dalam rangka mengamankan posisi mereka dalam menyimpang sumber cadangan mineral
kobalt yang dimiliki oleh Kongo. Selain tujuan tersebut, hadirnya perusahaan transnasional
tersebut menjadi bukti keseriusan Tiongkok dalam menanggapi pertumbuhan sektor tambang
Kongo, yang telah menjadi tujuan Kongo dalam menyepakati kerjasama antara kedua negara
tersebut. Diharapkan dengan adanya perusahaan tersebut, dapat terjadi transfer pengetahuan,

kinerja, dan teknolgi, terutama dari negara industri ke negara sedang berkembang.

Kongo telah mengupayakan mandiri dalam mengembangkan infrastruktur mereka,
namun kurangnya infrastruktur itulah yang menyebabkan pembangunan ekonomi di Kongo
terhambat, melihat dampak dari perang domestik dan kondisi politik yang tidak stabil. Maka
membutuhkan kucuran dana asing agar dapat menjalankan fokus mereka dalam meningkatkan
infrastruktur (Landry, 2018). Tiongkok bukanlah aktor asing bagi Kongo karna mereka telah
menjalin hubungan lama, hal ini berdampak pada Tiongkok sebagai aktor utama dalam proses
rekonstruksi negara. Kondisi tersebut menciptakan iklim ketergantungan terhadap kemampuan

Tiongkok.

Kongo pada dasarnya telah membuka keran investasi mereka melalui Foreign Direct
Investment (FDI), hal ini dapat membantu meningkatkan potensi pertambangan negara
terkhususnya pada kobalt. Sektor pertambangan inilah yang menjadi daya tarik dari Kongo
untuk menarik investor asing. Melihat kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung baik maka
dibutuhkan kucuran dana dari luar agar pembangunan dapat berjalan di Kongo. Pada sektor
pertambangan tersebut, Tiongkok menjadi investor utama sejak tahun 2000an, hal ini
menyebabkan pembangunan infrastruktur Kongo bergantung pada kucuran dana dari Tiongkok
(Njumboket & Nkanda, 2019).
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Melalui kebijakan ini pulalah yang menyebabkan Kongo bergantung pada investasi
asing, terlebih Kongo mengalami ketidakstabilan politik dimana korupsi merajalela dan konflik
domestik yang hingga kini sulit untuk di selesaikan. Maka solusi terbaik pemerintah Kongo
yaitu dengan membuka keran investasi asing langsung dengan Tiongkok sebagai investor
utama mereka. Dengan kondisi tersebut, Tiongkok mendapatkan hak untuk mengakses penuh
sumber daya mineral yang ada di Kongo dan hal inilah yang menjadi asal mula sifat eksploitatif
terhadap negara penyedia bahan mentah atau negara-negara berkembang. Kondisi tersebut juga
menyebabkan keterbelakangan terhadap Kongo dimana terjadi hubungan asimetris antara
Tiongkok dengan negara berkembang, maka dari itu akan muncul ketergantungan akibat dari
ketidakmampuan Kongo sebagai negara berkembang dalam mengolah dan memanfaatkan
kekayaan alam mereka. Dengan begini, Tiongkok hanya akan menikmati dan memupuk
kekayaan mereka (O’Brien, 2012).

Menurut Marysse dan Geenen, adanya perjanjian ini sifatnya akan merugikan Kongo
karena Kongo berhutang melalui beberapa jaminan seperti suku bunga yang dapat merugikan
Kongo itu sendiri. Bukannya saling menguntungkan namun Kongo malah menderita akibat
dari adanya perjanjian tersebut. Kembali lagi ke masalah utama, tanpa adanya bantuan investasi
Tiongkok tentu saja Kongo akan kesulitan mengembangkan infrastruktur mereka. Keadaan
timpang ini akan terus dipertahankan oleh Tiongkok, karena Tiongkok sadar akan
ketergantungan Kongo terhadap bantuan tersebut. Maka dengan memberikan suku bunga dan
syarat-syarat yang memberatkan Kongo adalah salah satu cara Tiongkok untuk mendapatkan
keuntungan maksimal dengan memanfaatkan ketimpangan tersebut (Teasdale, 2012). Huayou
Cobalt menjadi aktor utama Tiongkok dalam pasokan kobalt mereka ke seluruh penjuru dunia.
Perusahaan tersebut mampu menyediakan produk dari hulu hingga ke hilir demi mendapatkan
keuntungan maksimal. Hal ini tentu saja dilakukan demi kepentingan kaum tertentu, yaitu
kaum kapitalis. Selain itu, distribusi kobalt yang dilakukan Tiongkok telah dilakukan secara

masif ke berbagai negara.

Dengan berdirinya perusahaan transnasional Tiongkok di Kongo tersebut merupakan
persetujuan pemerintah Kongo untuk memberikan hak eksploitasi mineral di beberapa wilayah
yang ada di Kongo. Selain itu, Tiongkok juga sepakat akan membangun infrastruktur di Kongo
dan pengembalian pinjaman akan diganti melalui hasil dari pertambangan tersebut. Namun
kerjasama ini belum dapat memenuhi harapan dan meningkatkan kondisi kehidupan

masyarakat Kongo. Dengan adanya kerjasama tersebut tidak banyak lapangan pekerjaan
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tercipta dan malah berdampak negatif bagi masyarakat sekitar tambang dengan

menghancurkan tanah di sekitar wilayah tersebut (Global Times, 2021).

Kongo sendiri merupakan negara yang rentan akan tindakan- tindakan korupsi,
dikarenakan negaranya sedang menghadapi krisis ekonomi serta adanya politik yang tidak
stabil. Kurang lebih Kongo telah menghadapi 50 tahun dalam perjuangannya terhadap perang
domestik, krisis kesehatan, dan stagnasi ekonomi. Kondisi ini bermula ketika perusahaan
pendonor utama keuangan Kongo mengalami keruntuhan yang terjadi pada tahun 1990-an.
Perusahaan milik negara ini bernama Générale des Carrieres et des Mines S.A. (Gécamines)
(Amnesty Intenational, 2016). Perusahaan milik negara ini merupakan yang terbesar di Kongo
dan telah didirikan sejak tahun 1906, dan setidaknya telah memperkerjakan sebanyak 34.000
pekerja dan menghasilkan sekitar 500.000 ton mineral tiap tahun. Sebagai kontributor utama
ekonomi Kongo pada tahun 1970 hingga 1980, Gécamines telah menjadi perusahaan yang
dapat menjalankan banyak kegiatan seperti pertanian, infrastruktur ( rumah sakit dan sekolah)
demi kepentingan negara. Dengan runtuhnya perusahaan tersebut menyebabkan perusahaan
tidak dapat membayar gaji dan juga berdampak pada ekonomi Kongo sehingga kondisi Kongo
menjadi tidak stabil (Gov, 2014).

Maka investasi yang Tiongkok menjadi jalur alternatif bagi Kongo untuk
menggembalikan kembali kondisi ekonomi negara tersebut. Perjanjian ini dinilai baik bagi
Kongo, dan pemerintah Tiongkok berjanji untuk melaksanakan perjanjian setara antara hak
eksplorasi mineral dan pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan Tiongkok demi
memperoleh akses energi sumber daya, memperluas infrastruktur dan mendapatkan dukungan
politik (Kabemba, 2016). Namun yang terjadi bukanlah perjanjian yang setara dan
menguntungkan satu sama lain, setidaknya dari perjanjian ini dapat berkontribusi mengurangi
tindak kemiskinan yang ada di Kongo, kenyataanya kemiskinan masih tinggi dengan 71%
penduduk Kongo hidup dengan kurang dari US $1, 25 per hari dan diklasifikasikan oleh UNDP
sebagali tingkat kemiskinan terparah, dimana Human Development Index (HDI) Kongo masih
menduduki peringkat 2 dari bawah (186 dari 187 negara) pada tahun 2016. Kongo tetap
menjadi salah satu negara termiskin di dunia dan gagal mencapai salah satu Tujuan
Pembangunan Milenium pada tahun 2016 (UNDP, 2016).

Huayou Cobalt merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembuatan
bahan baterai lithium-ion dan olahan kobalt lainnya. Perusahaan ini memiliki slogan “Rooted

in China, Making Friends All over the World” yang berarti “Berakar di Tiongkok, Berteman
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di Seluruh Dunia” (Huayou Cobalt, 2020). Di sektor domestik, Kongo telah menjadi
perusahaan dengan kontribusi yang cukup baik di berbagai tingkat dari kota hingga nasional
dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya Tiongkok. Secara internasional, perusahaan
ini telah memperluas kegiatan bisnis transnasionalnya dengan fokus utama di negara- negara
kaya akan sumber daya seperti negara- negara di Afrika, khususnya Kongo (Huayou Cobalt,
2021).

Dalam hubungannya dengan pemerintah Tiongkok, sebagai salah satu perusahaan
swasta yang terlibat dengan perjanjian kerjasama barter antara Tiongkok dengan Kongo,
Huayou Cobalt dibutuhkan dalam rangka strategi Tiongkok dalam mengurangi resiko kinerja
yang ada pada tiap perusahaan Tiongkok yang ada di pertambangan dan juga keahlian dan
pengetahuannya akan pengolahan mineral tambang (Globalt Witness, 2011). Dalam perjanjian
tersebut Huayou Cobalt mendapatkan keuntungan sekitar 5% , jauh lebih sedikit daripada
perusahaan milik negara Tiongkok maupun Kongo. Kongo mendapatkan keuntungan sekitar
32%, hal ini tentu saja lebih sedikit dibandingkan dengan konsorsium perusahaan Tiongkok
(OECD, 2011). Selain itu menurut Amnesty Internasional, Huayou Cobalt merupakan tokoh
utama dalam distribusi kobalt dari produk mentah hingga produk siap jadi sehingga keuntungan
akan bermuara di pihak Tiongkok. Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa
keuntungan Huayou Cobalt jauh lebih besar dibandingkan dengan Kongo.

Seluruh distribusi kobalt ke seluruh dunia diatur oleh CDM yang merupakan anak
perusahaan Huayou Cobalt. Sebagai salah satu perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam
perjanjian kerjasama Tiongkok dan Kongo, sudah dapat menggambarkan bahwa selain
mengejar kepentingan pribadi perusahaan, Huayou Cobalt juga turun ambil bagian dari
kebijakan dan ambisi dari pemerintahan Tiongkok dan dapat dikatakan bahwa Huayou Cobalt
merupakan perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah Tiongkok berlandaskan pada
kegiatan yang dilakukan Huayou Cobalt dalam mengamankan sumber daya kobalt yang ada di
Kongo serta dengan tindakan tersebut ambisi Made in China 2025 dalam efisiensi bahan

produksi demi menyangingi barat dapat terlaksana (VVandaele, 2008).

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah dengan bantuan teori neo-marxism
dan teori ketergantungan. Kongo merupakan negara dengan sumber daya mineral yang
melimpah, namun kondisi ekonominya tidak mengalami peningkatan yang berarti sehingga

menyebabkan Kongo mengalami stagnasi pada ekonomi dan tidak stabilnya kondisi politik
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disana yang membuat Kongo mengalami keterbelakangan. Untuk mengatasi hal tersebut,
Kongo membuka investasi asingnya dengan menciptakan kerjasama dengan Tiongkok sebagai
langkah awal Kongo untuk keluar dari keterbelakangan tersebut, namun kerjasama ini yang
diharapkan dapat menjadi jalan keluar Kongo untuk keluar dari lingkaran kemiskinan justru
malah semakin terjebak didalamnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kongo tidak
dapat keluar dari keterbelakangan tersebut, yaitu:

Pertama, pinjaman dana investasi Tiongkok yang digunakan untuk meningkatkan
pembangunan infrastruktur di Kongo. Pinjaman dana ini justru menciptakan pola
ketergantungan Kongo terhadap Tiongkok, pasalnya Kongo masih belum bisa secara mandiri
melunasi hutang pinjaman tersebut dan berakhir pada dominasi Tiongkok dalam mengatur
kebijakan untuk kepentingan mereka beserta perusahaan- perusahaan yang terlibat didalamnya
(kaum kapitalis). Maka dengan adanya kebijakan tersebut, Kongo semakin tidak dapat
meningkatkan infrastrukturnya serta melunasi hutang- hutangnya karena keuntungan tambang
yang mereka dapatkan hanya digunakan untuk membayar hutang.

Adanya perusahaan transnasional yang mengambil alih pertambangan di Kongo.
Huayou Cobalt sebagai perusahaan swasta asal Tiongkok memiliki peran dalam
melanggengkan hubungan kerjasama antara Tiongkok dengan Kongo. Pasalnya dengan
kemampuan Huayou Cobalt dalam mengolah kobalt membuat Tiongkok dapat menguasai
proses distribusi kobalt yang ada di Kongo dari bahan mentah hingga barang siap jadi. Hal ini
mencerminkan bahwa sebagai perusahaan swasta yang memiliki hak dalam perjanjian antara
Tiongkok dengan Kongo, Huayou Cobalt memiliki peran dalam memaksimalkan keuntungan
yang didapat Tiongkok karena dominasi jalur distribusi kobalt tersebut, sehingga keuntungan
akan terus berada di pihak kaum kapitalis baik perushaan maupun pemerintah Tiongkok. Serta
dapat mengamankan pasokan bahan mentah demi efisiensi yang dilakukan Tiongkok untuk
mengejar ambisi mereka dalam menyangingi barat.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa negara berkembang bukanlah negara yang
tidak bisa maju, mereka telah berusaha untuk maju namun adanya faktor luar seperti dominasi
negara maju, eksploitasi, investasi menyebabkan negara berkembang tidak dapat keluar dari
keterbelakangan mereka. Kerjasama dengan negara yang lebih dominan bukan jaminan sebuah
negara berkembang dapat keluar dari keterbelakangan mereka, sehingga perlu diketahui bahwa

kerjasama akan berjalan dengan baik asalkan struktur internasional yang timpang tidak ada.

SARAN
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Penelitian ini berfokus pada ketergantungan Kongo terhadap bantuan dana investasi
yang diberikan oleh Tiongkok, dan bentuk ketimpangan yang terjadi di dalam perjanjian
tersebut yang melibatkan salah satu konsorsium perusahaan transnasional yaitu Huayou Cobalt
melalui perspektif neo-marxism dan diteruskan oleh teori ketergantungan oleh tokoh Andre
Gunder Frank. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis hubungan Kongo dan Tiongkok
melalui sudut pandang kapitalisme karena terdapat unsur ekonomi politik yang terjadi di dalam
proyek kerjasama Kongo dan Tiongkok. Selain itu, diketahui bahwa bukan hanya Huayou
Cobalt sebagai satu- satunya perusahaan transnasional yang terlibat di dalam proyek kerjasama
Kongo dan Tiongkok. Berangkat dari hal tersebut, penelitian selanjutnya dapat menjelaskan
motif di balik munculnya perusahaan transnasional Tiongkok di pertambangan Kongo, serta
peran apa saja yang ada pada perusahaan- perusahaan yang terlibat dalam proyek kerjasama

Kongo dan Tiongkok.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk
mengembangkan studi Hubungan Internasional, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran
dalam rumpun ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam kaitannya dengan teori neo-
marxism dan teori ketergantungan dalam menganalisis proyek kerjasama barter hak

pertambangan dan pembangunan infrastruktur antara Kongo dan Tiongkok.
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